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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tahun 2010 ketika Viktor Orban terpilih sebagai Perdana Menteri Hungaria, populisme semakin kuat hingga

berujung dengan kemunculan iliberalisme demokrasi di Hungaria. Bentuk pemerintahan di era Viktor Orban

cukup bertentangan dengan nilai dan prinsip Uni Eropa yang termaktub dalam Artikel 2 Treaty on European

Union (TEU), yaitu berdasarkan kebijakannya, Hungaria dianggap telah membahayakan nilai demokrasi,

hak asasi manusia, nilai kebebasan, dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk

meneliti lebih lanjut dengan menggunakan konsep populisme. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa,

Hungaria mendapat berbagai teguran dan peringatan dari Uni Eropa. Viktor Orbán pun seringkali tidak

mempedulikan peringatan Uni Eropa, sehingga berujung pada keputusan Uni Eropa yang pada akhirnya

sepakat untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU pada September 2018. Berdasarkan Artikel 7

TEU, Uni Eropa melalui hasil pemungutan suara Parlemen Eropa telah menyepakati bahwa terdapat clear

risk of a serious breach di Hungaria. Sampai dengan saat ini, proses kelanjutan reaksi Uni Eropa terhadap

Hungaria measih menunggu keputusan dari Komisi, yaitu menunggu hasil apakah Hungaria akan diberikan

sanksi atau tidak. Kesepakatan untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU juga merupakan hal

yang pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sejak institusi tersebut dibentuk, sehingga penelitian ini

menggunakan teori liberal intergovernmentalisme untuk melihat lebih dalam terkait proses terbentuknya

keputusan Uni Eropa tersebut.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In 2010 when Viktor Orban was elected Prime Minister of Hungary, populism grow stronger until it ended

with the emergence of the illiberalism democracy in Hungary. The form of government in the Viktor Orban

era is quite contrary to the values and principles of the European Union as contained in Article 2 of the

Treaty on European Union (TEU), which is based on its policy, Hungary is considered to endanger the

values of democracy, human rights, values of freedom, and the rule of law. Therefore, this study aims to

research further using the concept of populism. As one of the European Union member states, Hungary has

received various warnings from the European Union. Viktor Orban often ignored the EUs warnings, which

led to the European Unions decision finally agreed to activate the mechanism of Article 7 TEU in September

2018. Based on Article 7 TEU, the European Union passed the results of the European Parliaments

agreement that there was clear risk of a serious breach in Hungary. Until now, the process of continuing the

European Unions reaction to Hungary has awaited a decision from the Commission, which is awaiting the

results of whether or not Hungary will be sanctioned. The agreement to activate the Article 7 TEU
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mechanism is also the first thing that has been done by the European Union since the institution was formed,

so that this study uses the liberal intergovernmentalism theory to look deeper into the process of the

European Unions decision


